
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara 
Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten 
Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 
14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah 
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa 
Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 
2851); 

Mengingat 

a. bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Peraturan 
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dalam 
hal terjadi perubahan yang mendasar, rencana 
pembangunan daerah dapat diubah; 

b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu 
dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati 
Purwakarta Nomor 137 Tahun 2017 tentang Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten 
Purwakarta Tahun 2018, yang ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati; 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI PURWAKARTA, 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWAKARTA 
NOMOR 137 TAHON 2017 

TENT ANG 
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) 

KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2018 

TENT ANG 

NOMOR l~Lf 'TC!huh Zot8 

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA 

BUPATIPURWAKARTA 
PROVINSI JAWA BARAT 

-· 



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (LNRI Tahun 2003 Nomor 47, 
TLNRI Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 5, 
TLNRI Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 66, 
TLNRI Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (LNRI 
Tahun 2004 Nomor 104, TLNRI Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 
126, TLNRI Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 
Nasional Tahun 2005-2025 (LNRI Tahun 2007 Nomor 
33, TLNRI Nomor 4700); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, 
TLNRI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2015 Nomor 58, 
TLNRI Nomor 56 79); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang 
Rencana Kerja Pemerintah (LNRI Tahun 2004 Nomor 
45, TLNRI Nomor 4385); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (LNRI Tahun 2005 Nomor 137, 
TLNRI Nomor 4575); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem lnformasi Keuangan Daerah (LNRI Tahun 
2005 Nomor 138, TLNRI Nomor 4576); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (LNRI Tahun 2005 
Nomor 140, TLNRI Nomor 4578); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(LNRI Tahun 2006 Nomor 25, TLNRI Nomor 4614); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang 
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan (LNRI Tahun 2006 Nomor 96, 
TLNRI Nomor 4663); 



15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (LNRI Tahun 2007 Nomor 
82, TLNRI Nomor 4737); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (LNRI Tahun 2010 
Nomor 123, TLNRI Nomor 5165); 

17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
Tahun 2015-2019; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Men teri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian 
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 
Evaluasi Rancangan Peaturan Daerah tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah; 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 
Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan 
dan Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta 
(Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 
2004 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 18 
Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Purwakarta Tahun 2005 Nomor 18); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 
Tahun 2005 tentang Tatacara Pembentukan 
Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Purwakarta Tahun 2005 Nomor 3); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 
Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan 
Dokumen Perencanaan Pembangunan dan 
Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005- 
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta 
Tahun 2008 Nomor 16); 



Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purwakarta 
Nomor 137 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 
2018 yang diubah adalah sebagai berikut: 
Bab III tentang Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan 
Kerangka Pendanaan khususnya pada Subbab Arah 
Kebijakan Keuangan Daerah; 
Bab V tentang Rencana Program dan Kegiatan Prioritas 
Daerah khususnya pada Program Urusan Pilihan OPD dan 
Lampiran Matrik Rencana Program dan Kegiatan Pada 
Anggaran Perubahan Tahun 2018; dan 
Bab VI tentang Penutup. 
Perubahan sebagaimana dimaksud diatas adalah 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

Pasall 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWAKARTA 
NOMOR 137 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA KERJA 
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA 
TAHUN 2018 

MEMUTUSKAN 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta; (Lembaran 
Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 
9); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 
Purwakarta Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 15); 

Menetapkan 



DERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 

Pj SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PURWAKARTA 

Diundangkan di Purwakarta 
Pada tanggal 

K a, IRSY AD NASUTION, AK, MM Drs. H. 

MAD TAUFIQ BODI SANTOSO 

' 

Ditetapkan di Purwakarta 
pada tanggal z, J.,Ll,· '2ol8 

I Pj BUPATI PURWAKARTA,J~ 

Peraturan Bupati mi mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati mt dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Purwakarta. 

Pasal II 

. ' . 


